MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI11/2020

Tentang

Pemaknaan Frasa “warga masyarakat yang dirugikan” Dalam Hal Mengajukan
Upaya Administratif Terhadap Putusan/Tindakan Pejabat Pemerintahan

Pemohon : Moch. Ojat Sudrajat S.

Jenis Perkara . Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

1945).

Pokok Perkara . Pengujian Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014 terhadap Pasal 27 ayat
(1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Amar Ketetapan : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 35/PUU-XIX/2021 mengenai
pengujian frasa “warga masyarakat yang dirugikan” dalam
Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5601) terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3.Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali permohonan Nomor 35/PUU-
X1X/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada Pemohon.
Tanggal Ketetapan : Selasa, 31 Agustus 2021.
Ikhtisar Ketetapan

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang concern dalam isu
berbagai kebijakan publik khususnya di Provinsi Banten dalam bidang pendidikan khususnya
tentang Anggaran BOS Daerah dan proses Pemilihan Pejabat Publik, dan Keterbukaan
Informasi Publik.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah
permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.

Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 18 Juni 2021 dari
Pemohon, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juni 2021 serta dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 16 Juli 2021 dengan
Nomor 35/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 75 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada frasa yang
berbunyi “warga masyarakat yang dirugikan” yang dimaknai dengan “kerugian dan/atau
kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai
sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara” terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan permohonan dari
Pemohon bertanggal 26 Juli 2021 perihal Permohonan Pencabutan Uji Materiil. Kemudian
Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan Persidangan Pendahuluan pada tanggal 3
Agustus 2021 dengan agenda untuk mengonfirmasi perihal pencabutan permohonan.
Ternyata, Pemohon membenarkan pencabutan tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau
selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan “Penarikan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan
kembali”.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Agustus 2021 telah menetapkan bahwa
pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 35/PUU-XIX/2021 beralasan
menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo
serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali permohonan Nomor 35/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 35/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian frasa “warga
masyarakat yang dirugikan” dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik
kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali
permohonan Nomor 35/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada
Pemohon.



